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Moto dan Persembahan

Moto: L
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“Barang siapa keluar untuk mencari ibmu maka dia berada di
jalan Allak “
(HR, Turmudzi)

“Manusia itu asalnya dari tanah, makgn hasil tanah,
berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah, lalu Renapa masih
bersifat langit ?

How others see you, is not important, but how you see
yourself means everything.

Persembahan:

- Kedua orang tua tercinta

Saudara saudari tersayang

Jodoh yang masih di simpan
oleh Allah SWHI. yang
akgn  datang  pada

waktunya
- Seluruh teman sepetjuangan
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama
RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987
dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut:

Konsonan
Huruf Nama Penulisan
! Alif dilar;IS::gkan
- Ba B
< Ta T
S Tsa S
z Jim J
T Ha H
¢ Kha Kh
3 Dal D
3 Zal Z
D Ra R
D) Zai Z
o Sin S
o Syin Sy
o= Sad Sh
o= Dlod DI
L Tho Th
L Zho Zh
& ‘Ain ¢
¢ Gain Gh
s Fa F
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A Qaf Q
4 Kaf K
dJd Lam L
e Mim M
U Nun N
K} Waw wW
2 Ha H
3 Hamzah h

s Ya Y
B Ta (marbutoh) T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri
atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Fathah
o Kasroh
s Dlommah
Contoh:
i = Kataba
<3 = Zukira (Pola 1) atau zukira (Pola I1) dan

seterusnya.

Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara
harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf
Fathah dan ya Ai adani
Fathah dan
Au adanu
waw




Contoh:

<< kaifa

se :'ala

ds~ -haula

Ol : amana

o : ai atau ay
Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan
transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf Tanda Keterangan
baca
" Fathah dan alif i a dan garis panjang di
i atau ya atas
e Kasroh dan ya I i dan garis di atas
s | Dlommah dan waw U u dan garis di atas
Contoh:
JUSia : qala subhanaka
Obasy pba : shama ramadlana
@ :rama
&8 Lialgd : fiha manafi'u

OsSale 0558  : yaktublina ma yamkurtina
Y Caiu g J8 3 iz gala yusufu liabihi

Ta' Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan
dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan
kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.



4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:
BENE TP Raudlatul athfal
5 siall Anaall al-Madinah al-munawwarah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda
syaddah tersebut.

Contoh:

L Rabbana
Jn Nazzala

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung
mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:
Pola Penulisan
< gl Al-tawwabu At-tawwabu
el Al-syamsu Asy-syamsu

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:
| | Pola Penulisan
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) Al-badi’u Al-badi'u

il Al-gamaru Al-gamaru
Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda
hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di
awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia
berupa alif.

Contoh:
Pola Penulisan
Ol Ta “khuziina
slagdl) Asy-syuhada'u
gl Umirtu
e Fa tibiha

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan
salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:
Pola Penulisan
OO i sl Ll o) Wa innalahd lahuwa khair al-razigin
O sl 5 JSIV 58 508 Fa aufii al-kaila wa al-mizana
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ABSTRAK

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau
konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang
fasakh karena hubungan sedarah ditinjau dari hukum Islam.
Adapun untuk teknik analisa dalam penulisan ini, menggunakan
teknik analisis ini atau kajian isi kemudian disajikan dengan
menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk
mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok
pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil
kesimpulan yang masih umum itu penulis akan menganalisa lebih
khusus lagi ddengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu
suatu analisis yang yang diangkat dari teori-teori umum tentang
pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang
bersifat khusus, yakni tentang status hak waris anak dari
pernikahan sedarah tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh yakni, pernikahan sedarah
dilarang karena ada berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek
medis, psikologis, sosiologis bagi anak dan keluarganya.
Pernikahan sedarah yang telah dilaksanakan oleh seorang pria dan
wanita karenakan kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja,
maka setelah tahu pernikahan tersebut harus dibatalkan. Jika telah
terjadi maka dipandang sebagai wathi syubhat, tidak dipandang
sebagai perzinahan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan
tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap
berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat
perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari
pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya
pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak
waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan
sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan, maka
hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang
dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai
nasab dan waris dengan ibunya saja.

Kata Kunci: Waris - Anak - Pernikahan Sedarah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting
dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan
hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita,
yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan isi
Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan.!

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad
yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.?

! Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. I;
(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), him. 61
2 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus media, 2007), him. 7



Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya
jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya
dengan pernikahan. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila
terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan
rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang,
pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi
kebutuhan Rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang

berasal dari darah daging mereka sendiri.®

Hubungan sedarah merupakan salah satu alasan dapat
dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Pernikahan sedarah
merupakan suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat
suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan
yang ada hubungan darah (nasab) dalam garis keturunan ke atas,
perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus
ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan
seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara
perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan
seterusnya ke bawah. Islam dengan jelas melarang hal tersebut

berdasar kan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa; 23

33alim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), him. 62
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Artinya:
“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri)
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi

pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha
pengampun lagi Maha penyayang.” *

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak
dibenarkan oleh masyarakat, ini disebabkan pernikahan sedarah
memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku

pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu

4 Departemen Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang:
PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), him. 110



sendiri. Pernikahan sedarah berdampak pada keluarga dua belah
pihak bisa mengakibatkan memperburuk silaturhmi dan diketahui
berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis
lemah, baik fisik maupun mental (cacat). Namun, seiring dengan
perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin
maju, pernikahan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak
peraturan yang mengatur tentang larangan adanya pernikahan
sedarah.

Hubungan  sedarah®  juga merupakan alasan  dapat
dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Permasalahan yang
kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut
telah dibatalkan demi hukum (fasakh)® yang disebabkan karena
kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah
sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak, apakah anak

tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di

> Hubungan sedarah; adalah hubungan persaudaraan secara biologis
baik melalui nasab atau melalui persusuan yang mengakibatkan hukum haram
untuk melakukan pernikahan diantara mereka. Pernikahan sedarah dilarang
karena mempunyai berbagai sisi negatif, diantaranya dari tinjauan biologis
dikemukakan bahwa tiap individu mempunyai ciri personal yang terkandung
dalam gen sel tubuh, dan cenderung sama dalam lingkup satu keluarga. ciri
personal ini ada yang kuat dan lemah (gen resesif), saat dua gen resesif
bertemu maka dapat terjadi kacacatan fisik maupun mental.

® Berasal dari bahasa arab &-& yang berarti batal, rusak (lihat: Ust.
Imam Al Hakam Wicaksono, Kamus Al Hakam Arab-Indonesia, (Sendang

llmu Solo), him 203



fasakh, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab
sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki
hak apapun. Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan
dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun
anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada,
sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat
dihilangkan Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan
akibat dari pernikahan sedarah juga sudah banyak di publikasikan
baik melalui buku maupun internet. Permasalahan yang kemudian
muncul ketika dengan dibatalkannya pernikahan tersebut apabila
suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah dan memiliki
anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya
status ataupun hak waris dari anak tersebut.

Meskipun pernikahan telah terpenuhi seluruh rukun dan
syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah,
karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu
telah terlepas dari gejala hal yang menghalangi yang disebut
larangan pernikahan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak

meneliti mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang



tuanya diceraikan akibat pernikahan sedarah. Dengan itu peneliti
mengangkat penelitian ini dengan judul “ PERSPEKTIF FIQH
KONTEMPORER TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI

PERNIKAHAN SEDARAH”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pernikahan sedarah dilarang menurut Hukum
Islam ?

2. Bagaimana status nasab anak pernikahan sedarah
perspektif figh kontemporer ?

3. Bagaimana status hak waris anak dari pernikahan sedarah
perspektif Fikih kontemporer?

C. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui larangan pernikahan sedarah menurut
hokum Islam.
2. Untuk mengetahui status nasab anak yang dilahirkan dari

pernikahan sedarah menurut perspektif figh kontemporer.



3. Untuk mengetahui status hak waris anak yang dilahirkan
dari pernikahan sedarah menurut perspektif figh

kontemporer.

D. Manfaat
Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat
sebagai berikut :
1. Secara Teoris
Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum
kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan
sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya
ada permasalahan yang sama muncul.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada
akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah
hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat

pada umumnya.



b. Bagi Masyarakat
Bermanfaat sebagai input (masukan) dalam
menyelesaikan  masalah  bagi  keluarga yang
mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian

ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dari Penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang
ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis
yaitu antara lain:

1. Sofyan Afandi yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat
Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH
Perdata (BW)”. Bagi anak yang lahir dari pernikahan
yang dibatalkan, maka anak itu tetap dianggap sebagai
anak yang sah, anak itu juga mempunyai hubungan
keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga
si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan
kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan
hukum. Menurut KUH Perdata hal tersebut diatas berlaku

ketika pembatalan pernikahan yang terjadi karena



pelanggaran dalam syarat formal saja seperti: wali yang
tidak berwenang atau poligami tanpa ijin. namun jika
pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan
tetap seperti pernikahan karena nasab) dan pelanggaran
lain seperti karena zina, maka pernikahan yang ada dapat
batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada
sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan
tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak
mendapat perlindungan hukum.’

2. Sandy Oktawijaya (2013) membahas tentang “kedudukan
anak hasil incest menurut Imam Syafi’i ditinjau dari Figh
Mawaris”. Penulis menguraikan tentang pendapat Imam
Syafi’i terhadap kewarisannya, anak incest itu terputus
sebab nasabnya dengan ayahnya dan anak tersebut tidak
bisa mewarisi atas harta pustaka ayahnya tersebut begitu

juga sebaliknya.®

"Sofyan Afandi. 2009 “Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan
Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW) . Skripsi Fakultas
Syariah UIN Maliki.

8 Sandy Oktawijaya. 2013 “kedudukan anak hasil incest menurut
Imam Syafi’i ditinjau dari Figh Mawaris”. Skripsi Fakultas Syariah TAIN
Raden Fatah.
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3. Wardatul Husnah (2014) membahas tentang “Fasakh
Dalam Pernikahan Karena Cacat Jasmani Menurut Ibnu
Hazm”. Penulis menguraikan fasakh pembatalan ikatan
pernikahan oleh Pengadilan Agama, atau Kkarena
pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum
pernikahan seperti pengadilan agama yang telah
memutuskan, karena suami istri ternyata masih saudara

dekat (Muhrim).®

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research). yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali
teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang
berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta
teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau
menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti
terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam

permasalahan yang dipilih serta menghadirkan terjadinya

9 Wardatul Husnah. 2014 “Fasakh Dalam Pernikahan Karena Cacat
Jasmani Menurut Ibnu Hazm”. Skripsi Fakultas Syariah |AIN Raden Fatah.



11

duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada
pengembangan konsep dan fakta yang ada.*°
1. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian  kualitatif ~ deskriptif ~ yang  berbentuk
kepustakaan.
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis dari Kualitatif dengan sumber data penelitian yang
di gunakan berupa bahan kepustakaan yang terbagi menjadi 3
(tiga) dengan penjelasan sebagai berikut
a. Bahan primer, yakni bahan pustaka yang berisi pengertian
tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu
mencakup buku, undang-undang hukum Islam serta Kitab-
kitab  figih berbagai madzhab yang dijadikan
bahan penelitian.
b. Bahan sekunder; vyaitu bahan pustaka yang berisi
informasi tentang sumber
bahan primer, vyaitu buku, penjelasan perundang-

undangan, ensiklopedia hukum, kamus hukum.*

10 Moh. Nasir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),
him. 111.
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c. Bahan tersier; yakni suatu kumpulan dan kompilasi
sumber primer dan sumber sekunder. Bahan tersier adalah
Skirpsi dan apapun yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data
Karena Penelitian ini merupakan literatur, maka metode

pengumpulan data yang di gunakan adalah metode kepustakaan.
Pengertian dari metode pengumpulan data dengan mencari bahan
dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian
ini, objek kepustakaan meliputi seluruh buku yang membahas
tentang mawaris serta KUHPerdata sebagai sumber primer
penelitian ini.

4. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting
dalam metode penelitian, karena dengan analisis-lah suatu data
dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan
masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu

dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk

1 Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 29.
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kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut
mempunyai makna untuk menjawab masalah.?

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai
dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik
analisis isi atau kajian isi, yaitu teknik atau metode yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
karakteristik ~ pesan  dan  dilakukan  secara  obyektif
dan sistematis.*3

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti
akan menganalisis lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik
analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-
teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan
kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris

anak dari pernikahan sedarah tersebut.

12 Moh. Nasir, Metode Penelitian, him. 221.
13 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Remaja Karya, 1989), him. 179.
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G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan
secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi
operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode
penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian,
sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika
pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan umum, karena untuk dapat
melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami
terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah
diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan
diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang
sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokan antara
teori dengan masalah yang dikaji.

BAB I11: Pembahasan. Dalam bab ini dilakukan eksplorasi serta
analisis data yang berkaitan dengan status hak waris anak dari
pernikahan sedarah.

BAB 1V: Penutup Yang terdiri dari kesimpulan secara

menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.
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BAB |1
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Waris

1. Pengertian Kewarisan Menurut Bahasa

Kewarisan berasal dari kata “waris” yang artinya yang
berhak menerima harta pusaka dari orang meninggal.}* Pada
dasarnya kata kewarisan berasal dari bahasa arab, yakni mawaris
bentuk jamak dari mirats yang dapat disamakan dengan intacgol
artinya “perpindahan”,'® yakni pindahnya sesuatu dari seseorang
kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit ataupun abstrak.
Perpindahan kongkrit adalah perpindahan suatu yang berwujud,
misalnya harta benda. Sedangkan perpindahan secara abstrak
adalah perpindahan sesuatu yang tidak berwujud (tidak jelas),

misalnya ilmu pengetahuan.!®

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cet. I11; (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), him. 1008.

15 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Hida Harya
Agung,1990), him. 466.

16 Assad Yunus, Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT
Al-Qushwa, 1992), him. 7.
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2. Pengertian Kewarisan Menurut Istilah

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak
milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli
warisnya.r’” Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan
fara idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama
Islam kepada semua yang berhak menerimanya.’® Untuk
memahami lebih lanjut pengertian kewarisan maka akan
dikemukakan, sebagai berikut:

Menurut Drs. A. Assad Yunus, bahwa kewarisan adalah
perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia
kepada orang yang masih hidup berdasarkan Al-Quran dan
Sunnah.®

Idris Ja’far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian
warisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur

17 Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, Cet. |; (Bandung: PT. CV.
Pustaka Setia Bandung,
2009), him. 13.
18 1pid, him. 14
19 Assad Yunus, Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam, him. 9.
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kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing
secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.?

Vollmar berpendapat bahwa “hukum waris adalah
perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi
keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang
mewariskan kepada warisannya”. Pendapat ini hanya difokuskan
kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli
warisnya.?!

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur
pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli
waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta
peninggalan bagi orang yang meninggal.??

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan
bahwa kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris

20 |dris Dja“far dan Tufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam
(Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), him. 4.

21 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), him. 137.

22 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2008), him. 33.
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menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing masing.??

Efendi Perangin, mengemukakan bahwa hukum
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

akibatnya bagi para ahli warisnya.?*

B. Dasar Hukum Waris Islam

1. Al-Qur’an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum
kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan
ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya
(Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khusus
dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur’an telah
memberi pedoman yang cukup terperinci. Bangunan hukum

kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat

23 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf
a (Jakarta, 2000), him. 81.

24 Efendi Perangin, Hukum Waris, Cet. I; (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013), him. 3.
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Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pendapat para sahabat.?®
Dibawah ini akan dikutip pokok-pokok dari dasar hukum
kewarisan yang terkandung dalam al-Qur’an :

a. QS An-Nisa/4:11

5% 'uuﬁ_——vo\s.”*\l\.ﬁéj;;m;ﬂ;\ 5 22 “);
»5@4;‘%!3&251 G B E3E of; 355 G Wi 3306

353)33 J.S)JASU.&uerU ’53' ﬂ:,Koisj;iLifu«m\\;ﬁ.;
;\Iea mwwuw%i;vﬁg,m\;&j&m‘%

n;ur

m\'“*fjsu;;g 1 | ’;é_-_.jcsg‘:é_-_.’u;w;
O s e SE AT §)
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Artinya:

“Allah  mensyariatkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak
lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka
ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang
ibubapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

%5 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indoensia (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013), him. 295.
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mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (pembagian-pembagian tersebut
diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara
mereeka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” 28

b. QS An-nisa 4/12
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Artinya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari
harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. Jika mereka
(istriistrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

2% Departemen Agama R.1, Al-Quran dan Terjemahannya, him. 101.
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istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau
(dan setelah dibayar) hutanghutangmu. Jika seseorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau
seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya
atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.?’

C. QS An-Nisa 4/176

4 45 dedw.a lm” \arsw’ iis\ﬁéﬁ“:”
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Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah *“Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak
mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan,
maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua
dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang
laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan),
jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempu-

2" 1bid, him. 102.
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an itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan,
maka bagian seorang saudara laki-laki sama
dengan bagian dua saudara perempuan. Allah

menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak

sesat. Allah Maha Mengatahui segala sesuatu” ?8

2. Hadis
Hadist merupakan pelengkapan al-Qur’an sebagai sumber
hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-
Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menepati
kedua setelah al-Qur’an.
Hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung

mengatur kewarisan adalah:

dzo Jod (o L kol LAl sy ade abldiancll J6
S5

Artinya:
“Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah bagian—
bagian tertentu kepada orang yang berhak sesudah itu
sisanya untuknya orang laki—laki yang lebih utama ( dekat
kekerabatan )”. ( H. R Bukhari Muslim)

28 |bid, him. 139.
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&4 s

Artinya :
“Pelajarilah al — faroid dan ajarkanlah ia kepada orang —
orang sesungguhnya ilmu faroid itu separoh ilmu dan

ilapun akan dilupakan dan ia pun merupakan ilmu yang

pertama kali yang akan dicabut dikalangan umatku”. ( H.
R lbnu Majjah dan Ad — Darul qat’I)

o\l opl oS ey Was Al gay ;L-*ogd‘\l\ e W
ey ) S5 Joy dsY sed o Ls Lol o ,all lad) 8 ol
(s

Artinya:
“Dari Abdil akla bin Himad Narsi dari Wahib dari bin
thawus dari bapaknya dari bin abbas, rasulullah saw
bersabda : berikan bagian warisan kepada yang berhak
dan sisanya untuk pihak laki — laki”. ( H. R Muslim )?°

C. Rukun dan Syarat Kewarisam
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-

mempusakai adalah sebagai berikut:

Zhttp://ipinboy.blogspot.co.id/2011/12/hadis-hadis-tentang-warisan.
html. diakses pada tanggal 2 februari 2018 jam 14:45.


http://ipinboy.blogspot.co.id/2011/12/hadis-hadis-tentang-warisan.html
http://ipinboy.blogspot.co.id/2011/12/hadis-hadis-tentang-warisan.html
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1. Matinya muwarits.
2. Hidupnya waris, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.*

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum
kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yang pertama,
kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta, kedua,
kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia,
ketiga, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.
Kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan
kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris
menunjukan bahwa perpindahan hak-hak atas harta dalam bentuk
kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh
karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupannya ahli waris
merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan
hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan
ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya

kewarisan dalam hukum Islam.3!

%0 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung:
Refika Aditama,2010,hal.4.

81 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indinesia, Jakarta:Sinar
Grafika, 2009,hal.113.
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Secara lebih luas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti

rukun, dan sebagian berdiri sendiri.®

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:

1. Pewaris (al-muwarrits)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan. Adapun yang dimaksud dengan ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinaan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 b dan ¢ KHI).*

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang
diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan
hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa

pemahaman yakni meninggal secara hakiki, meninggal

244,

32 Ahamad Rofig, Figh Mawaris, Jakarta:Rajawali Pres, 2012, hal.28.
33 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta :Kencana ,2015 ,hal
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secara yuridis (hukmi) atau meninggal secara taqdiri

berdasarkan perkiraan.

a. Meninggalnya secara hakiki, yaitu kematian seseorang
yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian
bahwa seseorang telah meninggal dunia.

b. Meninggal secara hukmi, adalah kematian seseorang
yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melaui
keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal
ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah
dinyatakan hilang (al-mauqud) tanpa diketahui
keberadaanya dan sebagaimana keadaanya.

c. Meninggal secara taqdiri, adalah anggapan atau
perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia,
misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan
untuk membela negara atau tujuan lain yang secara
lahiriyah mengancam keselamatannya. Setelah beberapa
tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu

telah meninggal dunia.

34 Satrio, Hukum Waris (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI,1992), hal.7-
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2. Ahli Waris (al-warits)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai
hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah,
hubungan sebab perkawinan (semenda), atau akibat
memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat
meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam
keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi
yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih
berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui
gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin
tersebut berhak mendapatkan warisan.*

3. Harta Warisan (al-mauruts, al-mirats, al-tirkah)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segalah
sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum
dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini
dapat dibedakan antara harta warisan dan harta
peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang

ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang

35 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, ibid hal.29.
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ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta

warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum

syariat berhak diterima oleh ahli warisnya.®

D. Penghalang Kewarisan

Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau
penggugur. Menurut istilah al-hajb ialah orang yang menghalangi
orang lain untuk mendapatkan warisan, dan al-mahjub berarti
orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun
pengertian al-hajb menurut kalangan ulama faraid adalah
mengugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima waris, baik
secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya
orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

1. Macam-macam Al-Hajb

a. Al-haj Bil Washfi (Berdasarkan Sifatnya)
Al-habj bil washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut
terhalang dan mendapatkan hak waris secara keseluruhan,
misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad,

serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini

3 Amir Syarifuddin,op.cit., hal.215.
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menjadi gugur atau terhalang. Al-haj bil washfi di dalam kalangan

ulama faraid dikenal pula dengan nama al-hirman.

b. Al-hajb Bi Asy-Syakhshi (Karena Orang Lain)

Al-hajb bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris
seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk
menerimanya. Ada beberapa ahli waris yang tidak mungkin
terkena al-hajb hirman atau tidak mungkin terhalang oleh ahli
waris lainnya yaitu;

1. Anak laki-laki

2. Anak perempuan
3. Ayah

4. 1bu

5. Duda

6. Janda

Ada beberapa ahli waris yang dapat terkena hajb hirman
ada 19 orang, 12 dari kalangan laki-laki dan tujuh orang dari
kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan laki-laki yang

dapat terkena hajb hirman adalah:
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1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhalang hanya oleh
anak laki-laki dan

pewaris.

2. Kakek dan generasi diatasnya. Mereka terhalang oleh ayah

3. Saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh tiga
orang, yaitu anak

laki-laki dari pewaris, ayah, dan cucu laki-laki dari anak

laki-laki.

4. Saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh empat

orang, Yaitu anak  laki-laki dari pewaris, cucu laki-laki

dari anak laki-laki, ayah, dan saudara  laki-laki sekandung.

5. Saudara laki-laki seibu. Mereka terhalang oleh empat

orang, Yyaitu ayah kakek, anak laki-laki maupun anak

perempuan, dan cucu laki-laki atau  cucu perempuan dari

anak laki-laki. Dengan demikian saudara laki-laki seibu

tidak akan terhalang oleh saudara laki-laki sekandung

ataupun  saudara laki-laki seayah dan tidak terhalang oleh

adanya ibu.
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6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Mereka
terhalang oleh  enam orang yaitu, ayah, kakek, anak laki-
laki, saudara laki-laki ~ sekandung, dan saudara laki-laki
seayah.

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Mereka
terhalang oleh tujuh orang, yaitu enam orang Yyang
menghalangi anak saudara sekandung sebagaimana yang
telah disebutkan diatas (no.6) dan yang ketujuh adalah anak
laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena ia lebih
kuat hubungannya dengan pewaris.

8. Paman sekandung. Dia terhalangi oleh delapan orang,
yaitu tujuh orang Yang menghalangi anak saudara seayah
(no.7) dan vyang kedelapan adalah Anak laki-laki dari
saudara laki-laki seayah karena ia juga lebih kuat
hubungannya dengan pewaris.

10. Paman seayah. Dia terhalang oleh Sembilan orang.
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E. Laki-laki atau Perempuan yang Haram Dinikahi

(Mahram)

Islam sangat menjaga kehormatan manusia termasuk
didalamnya terkait permasalahan nasab yang membedakan antara
manusia dengan hwan yang tidak memiliki konsep mahram. Asas
selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan pernikahan,
dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa
dia dilarang (tidak boleh menikah). Terdapat beberapa macam
larangan menikah (nikah) antara lain:

1. Larangan yang Bersifat Abadi

Jenis larangan ini ialah pengaharaman yang bersifat
selamanya, sebab dari keharaman terjadi karena tiga hal yaitu:
Karena ada hubungan nasab, pertalian darah Perempuan yang
haram dinikahi karena hubungan nasab ialah:

a. lbu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari
pihak bapak terus keatas)

b. Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan
terus ke bawah)

c. Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)
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d. Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu
e. Bibidariibu
f. Anak perempuan dari saudara laki-laki

g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).
Firman Allah dalam Surat an-Nisa’ ayat 23 yaitu:

» 3 )/f, >3 3 ,, » 2 J/w

» 3 {,,’,/.3 > 3 é? rg‘ 2 \ ”E ;r ,,};
Oy ‘._é=5'3;-’ - "”\ :;j\ - JN\) u—o-\f\ &\ C‘\? KAk
6"\’)‘ rs—»h.; U’“ rf)fw- L;\’)\ ‘.‘_—_‘i;;jj ".}&u c;dg.n' "";!T
Jjbrsaxc )bufr.\;syj_eagubugr&:s

g il 36w Y] el o Tk ofy st dlsl g gl 2t
© Lo 1588 O8 &

C

Artinya“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri)
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua
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perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi

pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun

lagi Maha penyayang .3’

Allah mengharamkan pernikahan sesama mereka karena
bermaksud dengan pernikahan dan perasaan cinta yang bersifat
syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti

orang-orang asing atau hubungan kekeluargaannya sudah sangat

jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.®

2. Larangan yang Bersifat Sementara
Seorang perempuan dapat menjadi haram untuk dinikahi
oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab
tertentu. Sebab-sebab tersebut ialah:
a. Pernikahan terlarang. Seseorang tidak boleh menikahi
dua perempuan bersaudara sekaligus.®® Sebagaimana

firman Allah dalam surat An-Nisa: 23

,,;,,,;;g‘/ o ] oao e o is oo of
Ua};)\)}ﬁéQLS;&\&!JL:&LAYQ&BY\QH\}@QB

37 Departemen Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahannya, him. 110

3 Sayyid Sabig, Fighussunnah, (Kairo: Darul Fath lil I’lam al Araby,
1990) him. 127

39 Syeikh Abdurahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab jilid 5, Cet.
1; (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), him 128
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Maksudnya ialah mereka haram untuk dimadu dalam
waktu dan pernikahan yang sama. Apabila mengawini mereka
bergantian, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita,
kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau dicerai, maka
laki-laki itu boleh untuk mengawini adik atau kakak perempuan

dari wanita yang telah meninggal dunia atau dicerai tersebut.

b. Wanita yang masih terikat hubungan pernikahan
dengan laki-laki lain haram untuk dinikahi oleh laki-
laki sebelum berakhirnya hubungan pernikahan antara
wanita tersebut dengan suaminya dan telah
menyelesaikan masalah iddah nya. Keharaman ini
telah dijelaskan oleh Allah melalui firma-Nya dalam

surat An-Nisa:24:

R R ) el (e Clilalally

c. Wanita yang sedang dalam masa iddah (menunggu),
baik karena iddah cerai maupun iddah karena
ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga ia telah selesai

melaksanakan masa iddah nya tersebut.
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d. Wanita yang telah ditalak tiga, haram untuk menikah
lagi dengan mantan istri seaminya itu. Kecuali, kalau
sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah
melakukan hubungan badan serta dicerai kembali oleh
suaminya yang terakhir itu serta telah habis masa
iddah nya terseut.

e. Wanita musyrik haram untuk dinikahi. Maksud wanita
musyrik ini ialah yang menyembah selain kepada
Allah SWT.

3. Larangan nikah karena sesusuan
Larangan karena sesusuan sama seperti larangan nikah
karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati
kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikah oleh laki-
laki yang menyusu kepadanya.* sebagaimana hadist Rosulullah
SAW bersabda, “Yang diharamkan lantaran susuan adalah

sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab.” (HR. Al-

40 Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), him.
85-86
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Bukhari dan Muslim)*'. Orang-orang yang haram untuk dinikah

adalah:

a.

Ibu yang menyusuinya, termasuk juga ibu dari ibu susu
baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan
memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya
sendiri.

Saudara perempuan sepersusuan.*> Karena ia dianggap
bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang
menyusui karena seperti bibinya pula.

Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang
menyusui.

Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung,
seayah atau seibu.

Tentang kadar susuan yang mengaharamkan pernikahan

menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para

Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa

keharaman terjadi dengan sematamata mengalirnya air susu

41 Syeikh Abdurahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, him 542
42 Sulaiman Rasjid, Figih islam (Bandung: PT. Sinar Baru

Algensindo, 1998)
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seorang wanita keperut anak yang disusuinya, baik sedikit
maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut
Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui,
minimal lima kali susuan.*® Satu kali menyusu menurut umumnya
pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang
bayi, menyusu sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk

saja.*

F. Anak Dalam Pernikahan Sedarah

Pernikahan (incest) sesungguhnya bukanlah fenomena
baru dikalangan masyarakat. Incest biasanya dikatagorikan oleh
masyarakat sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak
nampak ke permukaan karna akan selalu dianggap aib bagi
keluarga jika hal ini terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya
dengan budaya dan kepercayaan masyarakat disetiap zaman.

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang

lahir dari suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat suatu

43 Muhammad Jawad Mughniyah, figh Lima Madzhab, him. 341-342.
4 sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 3; (Jakarta: Ul-
Press, 1982), him 52.
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pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang
ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan
yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah.
Anak yang terlahir dari pernikahan sedarah mempunyai beban
psikologis yang sangat berat, karena pandangan masyarakat
terhadap anak dari pernikahan sedarah akan membebani psikologi
dari pada anak tersebut. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi
secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang
bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang
terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.
Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka
untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab),
keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua
kategori® :
1. Anak Syar’i adalah anak yang mempunyai hubungan
nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak Tabi’i yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan

nasab dengan orang tua laki-lakinya.

4 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa adilatuh, Cet. VII;
(Beirut: Darul Fikr, 1968), him. 698.
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Anak hasil pernikahan sedarah disini menjadi berbeda
karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah,
contohnya antara seorang ayah dan anak kandungnya sendiri. Jika
dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi
masalah yang berkenaan dengan hak dan kedudukan anak
tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari
ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi
dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak tabi’i yang
tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan
mengenai kewarisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia.
Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi

umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam.

G. Hak Anak dari Pernikahan Sedarah
Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi
harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses

terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh
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dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-
hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.*®
a. Hak Nasab
Nasab merupakan sebuah hubungan syara’ bagi hubungan
seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan
kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang
anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan
diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara’ maka
berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-
hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau
sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang
mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita
menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang
bukan ayah kandungnya.
b. Hak Perwalian
Pemeliharaan anak (Hadhana) merupakan istilah yang
digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat,

mendidik, dan mengasuh anak yang belum mumayyiz. atau orang

46 Mohammad Fackhruddin Fuad, Masalah Anak dalam Hukum
Islam, him. 25.
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yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah
“perwalian anak” (Walayah) adalah juga merupakan tugas yang
dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk
berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab
terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan
walayah lebih luas dari pada hadlanah. Jangkauan hadlanah
hanya terbatas kepada pribadi si anak.*’
c. Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 memperoleh
anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun
tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting,
satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan
pewarisan. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah bukanlah
anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang
pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah
hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan

keluarga ibunya. Anak tersebut hanya mendapatkan waris dari

47 ).Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam
Undang-Undang, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), him. 87
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ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat menjadi ahli waris
dari ayah dan keluarga ayahnya.*®

Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang
ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak
yang lahir di luar pernikahan yang sah tersebut hanyalah menjadi
ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris
ayah dan keluarga ayahnya.

d. Hak Nafkah

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi.
Menurut para ahli Fikih, orang pertama yang bertanggung jawab
atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu
ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum, hak selalu
berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak

tentunya berpasangan dengan kewajiban.

4 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,
(Bandung : Alumni, 1992), him 100-101.
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BAB IlII
ANALISIS PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER
TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN
SEDARAH

A. Larangan Pernikahan Sedarah dalam Hukum Islam

Jika mengacu kepada hukum syar’i maka pernikahan
sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada
hubungan mahram. akibat hukumnya jika hal ini dilakukan
dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari’at
jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun yang menjadi
permasalahan adalah ketika hal ini tidak diketahui, maka dalam
pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap
batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan
perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka
setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

Fasakh demi hukum dapat terjadi apabila adanya
pelanggaran terhadap larangan pernikahan atau tidak
terpenuhinya rukun dan atau syarat-syarat pernikahan, yang mana

syarat-syarat tersebut melekat pada rukun pernikahan
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sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam serta peraturan
perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan tentang larangan
pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan
dalam ketentuan hukum pernikahan indonesia dikenal dengan
pelanggaran ketentuan materiil. pelanggaran terhadap ketentuan
materil seperti melanggar larangan pernikahan diatur dalam surat

an-Nisa’ ayat 23:

> 2 ;‘.r,’.f > 3 ;r‘g:‘/’;.z pr’g:/fz ’,E wa\ 23 212 ”_;.D-
5 sl s rs.-_w,»” sl <N e C\j‘ &5

63\ 5 op S5 3 k93\ r‘—‘—'i*b"r‘-‘—“u Lot sl
T”fr.é.=.’.l§> &»WFBS\J‘PHU\’&#&""
& Ul 56 6 ) s "’\1\ Q\,ra-_q.a\ 'mrc_-_g\:;\

@ Lo 15058 58 &l

Artinya:
“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri)
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
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ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi
pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun
lagi Maha penyayang .8

Ketentuan materiil terdapat dalam pasal 70 Kompilasi
Hukum Islam KHI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
menyebabkan pernikahan batal dengan sendirinya. Ketentuan
pasal 70 dalam ayat (d) dan (e) adalah sebagaimana berikut:

“Pernikahan dilakukan antara orang yang mempunyai
hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat
tertentu yang menghalangi pernikahan”

menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
atau keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,
yaitu antar saudara.

3. Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya.

4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu
dan ibu atau ayah tiri.

5. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak

susuan dan bibi atau paman sesusuan.

8 Departemen Agama R.1, Al-Quran dan Terjemahannya , him. 110
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“Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau
» 89

kemenakan dari isteri”.
Ketika  diketahui  terdapatnya  larangan-larangan
pernikahan pada pasangan suami-isteri, maka seketika itu juga
ikatan pernikahannya batal secara hukum Artinya hubungan
hukum pernikahan itu telah rusak dan batal dengan sendirinya
sehingga haram melakukan persetubuhan.

Terhadap hubungan suami isteri yang lalu adalah sah dan
tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui
adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai
dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, yaitu:
orang yang khilaf , lupa dan orang yang dipaksa.*

Dilarangnya incest berdasar atas berbagai latar belakang,
diantaranya adalah sisi negatif yang muncul. Ada beberapa akibat
dari perilaku Incest, khususnya yang terjadi karena paksaan.
Diantaranya adalah:

1. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dan

kekerasan seksual atau trauma post sexual abuse,

8Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70, huruf d
dane

% Jalal A-Din Al-Suyuti, Al-Jami’ As-Sagir, (Bandung: Al-Ma’arif,
TT), him. 25.
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antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut
atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi,
ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang
lain, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah,
menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain,
dan makan tidak teratur.

2. Secara medis menunjukan bahwa anak hasil dari
hubungan pernikahan sedarah (incest) berpotensi besar
untuk mengalami kecacatan baik fisik maupun mental.
Dampak lain adalah kemungkinan menghasilkan
keturunan yang lebih banyak membawa gen
homozygo®® (pasangan gen yang sama)®?. Kelemahan
genetic lebih berpeluang muncul dan riwayat genetic
yang buruk akan bertambah dominan serta banyak
muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki

kedekatan keturunan.®?

%1 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan
Pisikoseksual, Cet. I; (Bandung: Refika Aditama, 2005), him. 98-99

92 http://goodluck62.blogspot.co.id/2011/09/pewarisan-sifat-
genetik.html. di akses pada tanggal 27 fabruari 2017.

% Sawitri Supardi sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan
Pisikoseksual, hIm. 98-99


http://goodluck62.blogspot.co.id/2011/09/pewarisan-sifat-genetik.html
http://goodluck62.blogspot.co.id/2011/09/pewarisan-sifat-genetik.html
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3. Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah
mereka mendapat stigma (label) yang buruk dari
msayarakat. Kemungkinan terburuk bisa memperburuk
tali silahturahmi pada keluarga dua belah pihak.%*

4. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-
anak korban kekerasan seksual seperti Incest biasanya
akan memiliki rasa rendah diri, depresi, memendam
perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain,
kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan
orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

Terkait dengan hubungan yang masih termasuk dalam

incest ini dalam tinjauan medis berbeda dengan ketentuan yang
terdapat dalam teks keagamaan Islam yang lebih mengarah

kepada hubungan terdekat.

B. Status Nasab Anak Pernikahan Sedarah
Menurut hukum Pernikahan Nasional Indonesia, status

anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak

% Wawancara bersama bapak Muahammad Lekat selaku Hakim di
Pengadilan Agama Kelas 1 A, kota palembang pada tanggal 13 maret 2018
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tidak sah (anak luar nikah). Anak sah sebagaimana yang
dinyatakan UU Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
pernikahan yang sah®® Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal
99 yang menyatakan, anak sah adalah:
“Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan
yang sah. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar
rahim (bayi tabung) dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.%
Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Pernikahan,
menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai
hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.
Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni
timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya
memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan
kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat

dinyatakan mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut bahwa

anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak

% kitab undang-undang Hukum, cet; I, (Gramedia Press,2015), h. 439
% Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99
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biologisnya dalam bentuk; nasab, hak dan kewajiban secara
timbal balik.

Dalam Islam penentuan status seorang anak merupakan
hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat
ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi
terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk
diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum Islam, para
ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya
terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual
yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu
dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui
hubungan gelap, perselingkuhan, perzinaan. Sedangkan nasab
anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan
dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah,
melalui pernikahan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan

badan secara syubhat.®’

%7 H.M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Cet.
I; (Jakarta: Amzah,
2013), him. 61.
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Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan
yang sah. Para ulama Fikih sepakat bahwa anak yang dilahirkan
melalui pernikahan yang sah dapat dinasabkan kepada suami
wanita tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan
tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zina
tersebut.

Penetapan nasab yang kedua yaitu melalui pernikahan
yang fasid. Pernikahan fasid merupakan pernikahan yang
dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam
nikah fasid menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih
mempunyai hubungan darah (mahram), karena ketidaktahuan
bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para
ulama Fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir
dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam
pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama mengemukakan tiga
syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini,

yaitu:
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a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya
hamil, yaitu baligh  dan tidak mempunyai penyakit
yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.

b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh
pasangan bersangkutan.

c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih
setelah akad fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan
sejak hubungan badan (menurut jumhur ulama Mazhab
Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam
bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan
badan maka anak itu tidak bisa di nasab kan
kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan
anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang
sebelumnya.

Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui
hubungan badan secara syubhat. Hubungan badan secara syubhat
yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah atau secara

fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat
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dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak
ataukah halal mutlak. Berkaitan dengan penetapan nasab, para
ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir
akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada
laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.%
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya
para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat pernikahan
sedarah karena adanya ketidaktahuan diantara pihak bahwa
adanya larangan pernikahan karena hubungan sedarah dapat
dinasabkan kepada ayahnya. Karena pernikahan yang dilakukan
oleh orang tuanya adalah merupakan pernikahan fasid. Dan
penasaban anak hasil pernikahan yang fasid sama dengan
penasaban anak hasil pernikahan yang sah selama memenuhi 3
(tiga) unsur yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian
anak hasil pernikahan sedarah yang dilakukan karena adanya
ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan
pernikahan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai

anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya.

% 1bid, him. 68.
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C. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah

Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam pernikahan yang sah. la mempunyai status
sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat
padanya. la juga berhak untuk memakai nama ayah di belakang
namanya. Demikian juga halnya anak yang pernikahan orang
tuanya fasakh, ia tetap berstatus sebagai anak yang sah dan
mendapat nasab dari kedua orang tuanya.

Menurut pandangan figh, Al-Jaziri berpendapat jika
pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak
sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka
setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika
telah terjadi persetubuhan maka di pandang sebagai wathi subhat,
tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan
dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian
nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya.®
Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan

dengan anak dari pernikahan bisaa, baik dalam posisi maupun

% Al-Jaziri, Al-Fighu ‘Ala Madzahibul Arba’ah, (Beirut: Darul Fikri,
juz IV, 1982), him. 119
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takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab
berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui
adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap
melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk
perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang
tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya

saja.l%

100 Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 40
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis tentang Figh Kontemporer
Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan sedarah dapat pula kita sebut dengan
pernikahan se-nasab, yaitu pernikahan antara seorang
laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan
darah dalam satu rumpun keluarga.

2. Terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak
terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama
hukumnya digiaskan kepada anak di luar nikah yang
hanya di nisbatkan kepada Ibunya. dengan argumentasi
bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum
sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara
kedua suami isteri. Di antara ulama kontemporer seperti
al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan

menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan
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tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya
karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak
tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang
sah dimata hukum.

3. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah
menurut figh kontemporer memandang sama dengan
status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada
acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena
ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas,
maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum pernikahan berlangsung, para pihak hendaknya
harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan
rukun, syarat maupun larangan pernikahan agar terhindar
dari pernikahan yang tidak sah/batal. Hal tersebut tidak
terkecuali juga bagi pihak pejabat pencatat pernikahan

harus lebih cermat dan lebih.
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